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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUS ATENGG%RA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46  TAHUJUN 2011
TENTANG
JENJANG NILAL F LJNG’\DA\'\ BARANG/JASA

PADA BADAN LAYANAN JMUM DAERA R PROVING

a.

b,

Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubiik Indoresia Tahu:
1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubiilis

v
ndonesia. Nomor 15495 oo

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa barang dan/atau jasa merupakan kebutunan mendasas
vang harus dipenuhi dengan cepat dan terat delam rangkes
pelayanan xesenatarn Kepada masyarakar seningga Rumah
Sakit Umum Preoving: Nusa Tenggara Barar darn Bumal Salar
Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mencrapkan
PPK-BLUD  penuh  dapat  diberikan  fieksibiiitags  berups
pembebasan sebagian atal seiurannya derd keieniug::

berlaku  winum bagl pengadaan  barang dansatau
pemerintah;

bahwa sesual ketentuan Pasal 105 Peracuran Moenter! Delas
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekis
Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum  Daeran,
‘pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdaserkan ‘en’ang
1ﬁiiai yvang diatur daiam Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan perimbangan sebaga’'mana dimaksud
dalam hurui a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jesa pads
Badan Layanan Umum Dagreh Provinsi

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1938 teptang Pembentuxan -
Daerah-daerah ’l‘ingl«:at . Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusz

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanaraa
Negara [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ™
Nomor 2366); '




4.

Lh

11.

[

Undang-Undang homor 32 Tanun 2004 tertany Pprerinaban
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia ”r‘ahu‘1 PRI Nomc-:"
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor V337
sebagaimana telah diubah beberapa xall terakhir dengan undang--
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruoasban Keduaw Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pereriniaiarn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahan 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repu Blik Indonesia Nomor oo
Undang-Undang  Nomor 30 Tanun 2009 wentang  seschawen
(Lembaran Negara Repudlix indonesia Tahun 2004 Nomor <1,
Tambahan Lembarar Negara Republile Indonesia Nomor SG607,
Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 centang Rumab Salct
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2009 Nomor 12805.

Tambahan Lembarat Negara Republik Indonesia Nota .”:-'.'.".-".-"'_'f'f'!
Peraturan Pemerinsah Nomor 23 Tanun 2005 tentalig Pengolione

Keuangan Badan Layanan Umum ‘Lembaran  Negars Republik
[ndonesia ’E‘a.l"-.m: 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesie Nomor 45024

peraruran Pemerintsh Nomor 24 Tahun 2005 entang Stance”
Akutans] Pemerintanan |Lembaran Negara Republis Indoresis
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara e
Indonesia Nomor 4503}

—

PRSI

Deraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 entang Pengelolaarn
Keuangan Dacreh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesi
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintak Nomor 8 Tehun 20006 tentang Peiegoren

Keuangan dan Kinerja Instans Pemerinteh  {Lembaran  Negas
Republik indonesia Tahun 2006 Normor 235, Tambahan Lembara:
Negara Republik ‘ndonesia Nomor 4614}

peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengacae™
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral sebagaim.ans teday diunar
heberapa keli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nege::
Nomor 21 Taaun 2G:0 tentang Perubahan Kedva atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomear

Pengelolaarn Keugn7 = 77 raly

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.UZ/2006, tenf.'f__t-zz.;
Kewenangan Pengadaan barang/Jasa pada Bacan Layanan L
13. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomior 61 Tahun 2007 tentany

Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Lmum Dasrat;
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Menetanikan @ 1

14 Keputusan Menter  Kesehetan  NOmMor 703/ Menles/SK X/ 2006
tentang Petunjuic Peloksanaan Pengacaan Barang dan Jass pada

fnstansi Pemerintaban Pola Pergelolaan heuangaul Badan Ldyana

ety

Umum dilingkungan Leparteme: Kesehatal,

1 1 ey sl

15, Peraturan Daerah Provinst Nusa Tenggara Beyal Norier L

tentang Pokok-pokok Pen gelolaan Keuangan Naerah (Lembaran Do
Tanun 2007 Nomor L
16 Peraturan  Cubernul Nomor 37 Tanun 20L: Tenia

Pengelolaan  Keuangal Badan Layanan UJmum

lingwungan Deiitin, .l SOy eldde Tenggara

Dacrah Tahun 2011 Nomor 1525

MEMUTUSKAN ¢
ERATURAN GUBERNUR TENTANG JENGANG NLAD P ENOADAAN
BARANG/JASA PA MA BADAN LAYANAN UM UM DAZRAH PRCOVINSL

&

PAasds 1
Dalam Perazuran Guberiur inl, yang dimaksud dengan.
1 Provnsi adalah Provies Nuss Tenggard Basal,

Gubernur adalah Guobernur Nusa Tenggara Barat

Cubernur adaiah Gubernur Nusa Tenggara Barat,

[OCT W

Badan Layanan Lmum Daeran yalg selanutiaya disingrar 5L

H

2 P

adalah Saruan Keria Perangkat Daerah atau Unit Kerin Perengkar
Daerah dilinglungan Pemerinial Daerah Provinsi yang dibentu
untuk  memberikan oelayanan kKenada mesyareical  Deripe
penyediaan  barang dan/atau  jasa ydng dijva waape
mengutamalan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya ¢idasem T oda prinsip ciisiensi dai produkuvitas.

5. Rumah Saldt Drovinsi adalah Rumah Sakit Umuin Provinst NUsa
Tenggara Barat dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Terggais
Rarat yang mensrapkan Pola  Fengelolaan Xcuangan RBadan
Layanan Umum Naerah (PPK-BLUDL

6. Permimpin BLUD adaiah Nivelrur RBumah Sakit Uikl Proveis:

. I

Nuse Tenggara Barat dan Direlktur Rumah Sadt Jowe Provins.

Nusa Tenggara Buaral,

7. Pengadaan barang dan/atau  jasa adaiah  geginian o dniios
memperoleh Darang dan/atau jasa vang diproses dengan e¥igie

dan efektif sesual azas dan tjuan PRI-BLUID.



8 J 811ja11g Nilai adalah batas nilai paket pengadaan barang dai/atau
¥ jasa yang diberike= felreihilitas delam pemilihan benyedia Barang
dan dalam proses pelai{sa.naan.Pemimpi_n BLUD adalah Kepala
Satuan Kerja perangkat Daerah /Unit Kerja yang selanjumya
disingkat SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

L e

pPasal 2

(1) Maksud diterapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar
hukum melakukan proses pengadaan yang sederhana dan cepatl
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan.

T v

(2) Tujub.n ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk
mendukung kelancaran pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit

Provinsi.
Pasal 3

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umuir
bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat
alasan efektivitas dan/atau efisien yang ditetapken oleh pemimpin
BLUD. '

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananys
berasal dari :

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pc‘.ndapauﬁzli'l BLUD yang sah
(3) Lain-lain pendapaten BLUD yang sah scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d adalen:

Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahk<n
Hasil pemanfaatan kekayaan

Jasa giro

Keuntungan selisih nilai tukar rupiahterhadap mata uang asing

PSR —————__ ¥ S Sl o

a.
b.
o
d. Pendapatan bunga
e
f.

Komisi, potongan ataupun hentulk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
BLUD; dan ;

g. Hasil inve stasi.

(4) Pengadaan Bajaiig wai/atau jasa sebagaimana dimaksud pais
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Kketentue!
pengacla'an barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpu
BLUD dan disetujui oleh Gubernur.

gt T S A s T S e e — SRR A — Sampes v et e — b RES— =
g - % et e o s i —



Dl

(5) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan  dari pemberi hibah atau mengikuti  ketentuan
pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat atau panitia yang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(2) Pejabat atau panitia yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang mernenuhi persyaratan yang Jitetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku dar memahami tata
cara pengadaan, stipstaisi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan

Pasal 5

Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai

berikut .

a. Pengadaan Barang dengan nila sampai dengan Rp 25.000.000 (dua
pulun lima juta rupiah) dilakukan dengan metode pembehan
langsung;

b. pengadaan dengan nilal diatas Rp. 25.000.000 (dua pulult e juia
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
dilakukan dengan metode pengadaan langsung;

3

c. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) dilakukan sesuai dengan ketentuan per.gadaan barang/jas=
pemerintah

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan pengadaan barang pada Rumah Salit
provinsi, Pemimpin BLUD membentuk Unit Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa BLUD.

f T

(2) Unifﬁ.,}?elaksana Tl U Lh madue/uaba stbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada dibawah dan bertangggung jawab Kepada
Pemimpin BLUD.



Pasal 7

r ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pemerintahkan pengundangan
am Berita Daerah

Peraturan Gubernu
AgAr SGiap Tidile - - o T WG

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dau

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 50 Pcder 2o |

7 \UBERNUR NUSA TENGGARA BARKT,!(

’ T

C)L H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal %0 Desewmbtr 2al)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

¢

—ANA

H. MUHAMMAD NUR

A Rl R
|- B SRR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA RARAT TAHUN 2011 NOMOR 1596

it s

S i S e S A=



PEMERINTAM PROVINSI NUSA [ ZNUGQANA LA

| RUMAH SAKIT JIWA PROVINS]
; 4. A, Yani No. 1 Seiagalas, Telp. {3378 671515, 872140, "-'ax (0370) 671515 Mataram 83237
i PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA TENGOARA BARS.
NOMOR /0 jaa /RSJP/2012
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PEMERLITAH
i PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA TENGCGARA BARAT
; YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN FUNGSIONAIL

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAXIT JIWA PROVINSI NUSA TENGCARA BAkA L

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalan. Pasal 3 ayat '
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nit
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanen L-mum Dagr
Provinsi, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan derdasarker
ketentuan pengadean barang dan/atau jasa vang ditztapkan cie ©
pemimpin BLUD dan diserujui Gubernur,

zl

Mengingat: 1. U_nﬁemg—Undang Nomor 64 Tehun 1958 tentang Pembentulan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggare Barat dan Nus=
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 1958
Nomor 113, [‘ambahan Lembaran Negara Republik Indoncsi:
Nomor 1649,
2. Undang-Undang Nemor © Tanun 2004 wentang Perbendahares
Negara {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tehun 2004 Nomoo
5, Tampahan Lembaran Negara Republik Ifdonesia Nomor 23066,

ot ol e e it e g b . e S Bl i L i i B
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tertang Pemeriksosn.
: Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaher
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4400},
3 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinmanas
3 Dacrah {Lembaran Nezara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Noroor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik ladunesia Nomer 327
sebagaimana telan diubah heberapa kali terakhir dergan Undang-
Urndang Nomor 12 Tahun 2008 tientang Perucdhan Kedua Azas
uUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintghan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008 l\_o:;u'{
_! 59, Tambahan Lembaran Negara Repuhiik Indonesia Nomor 4844

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbeangar Keuang:
i Antera Hcmc,“n..a.n Pusat dan Pemerintanan Dacreb (Lembesen i
| Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Teunbalon
Negara Repubik ndonesia Nomor #4438,

6. LUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang  Wesenhol o
Q (Lembaran Negara Repuolik indonesia Tahtnn 2009 pomor o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060}

- o T
e -")'i'.”'.'j’f"‘;_. T




10.

k1

12

13,

14.

13,

o8]

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumeah Saleit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 1583,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undans -0 12 T:70) 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun.2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43578);

Pefaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; '

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ; '

Peratutan Menteri Keuangan Nomor 08/PMk.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangen Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomur 46 Tahun 2011
tentang Jenjang wilal Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layana
Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Tahun 2011 Vomor 159);

DENGAN PERSETUJUAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menectapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU
JASA PEMERINTAH PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT YANG DANANYA BERSUMBER DARKI

PENDAPATAN FUNGSIONAL. '

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam. Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan :

L

RBiimah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umui
Daerah.

Direktur adalah D=rlktur RPumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa
Tenggara Barat selaku pemimpin BLUD.
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10,

11

13.

Ll

.

Pengguna Anggaran adalah  Direktur sebagai pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Jiws
Provmm Nusa Tenggara Barat.

Pendapatan Fungsional adalah seluruh penerimaan berupa uang
yang diterima Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang berasal dari jase
pelayanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain
pendapatan yang sah. '

Badan Layanan umum Daerah atau disingl:at BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
KerJa Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dfbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyaraka!
berupa penyediaan barang dan/atau jasa vang dijual tanp=
mengutamakan mencari keuntungan, dau dalam melakukar-
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan preduktivitas
Unit Kerja adalah unit kerja pada Rumah Sekit Jiwa Provine
Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari unit kerja struktura!
instalasi dan unit kerja lain yang ditetapkan berdasarkan
peraturan peruﬁdsmg-undangan.

Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pejaba’ yang bertanggur:
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumal
Sakit Jiwa yang dananya bersumber dari penerimaan fungsional.
Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa BLUD adalah personil
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa. '
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah personil vang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pemerilksaan dan penerimaan hasil pekerjaan.

Pejabat Penyimpan/Pemegang Barang adalah personil yang
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur jang diberi tugac
selain tugas pokoknya oleh Direktur untuk melaksanaka..
pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan.

Pengurus Barang adalah personil yanyg diangkat d.:-r.-*.
diberhentikan oleh Gubemm yang chben tugas selain tuga

™

pokntrnya alnnk, D ch s S T pemeriksaan da

penerimaan hasil pekerj aan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkcr
PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas
pokoknya.

Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Sekretariat Pengadaan adalah unit kerja non struktural pads
Rumah Sakit Jiwa yang bertugas melaksanakan administrasi
pengadaan barang dan/atau jasa.
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BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN ETIKA PENGA JAAN

e A e

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur ini adalah untuk
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa dalam pelayanan
kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur ini adalah agar barang
dan/atau jasa yang diadakan dapat didayagunakan dengan tepa
walktu, tepat sasaran guna mendukung kelancaran pelayans
kesehatan pada Rurnah Sakit Jiwa.

Pasal 3

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihalk yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan b"ircmg/Jasa harus memenuh:
etika sebagai berikut : :

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawahb
untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainy:
tujuan pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta
menjaga kerahasinetr dckumen pengadaan barang dan jasa yang
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinye.
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

¢. tided saung ICulPlugedall dadh lldngsung maupun tidak langsung
untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak schat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
1tct:1pl~:an sesuai dengan kesepakatan para pihak;

By menghmdm dan mencegah tercapainya pertentangan ¢epenungm
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan barang barang/jasa (conflict of interest);

f. menghindari dan mencegah terjadinya p'emborosan dan kebocoran
keuangan Rumah Sakit Jiwa dalam pengadaan barang/jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atan
kondisi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak secara langsuns
merugikan Rumah Saki Jiwa; dan '

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak .nenjanjikan untulk
memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepads
siapapun untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengcdaan barang jasa.

. BAB 111 _
PEJABAT PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGADAAN
Pasal 4

Pejabat pelaksfmh pengadaan bfuanv/yﬁa pada Rumah Sakit Jiwa
adalah :
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Direktur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

oo op

Pasal 5
(1) Ruang lingkup pengadaan adalah pengadaan barang dan/atau jasa
yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan fungsionel
Rumah Sakit Jiwa yang meliputi :
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain;
c. hasil Kerjasama Rumah Sakit Jiwa dengan pihak lain dan/atau
hasil usaha lainya: dan
d. lain-lain pendapeian yang sah.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada aya
(1) dilaksanakan setelah memperhatikan ketersediaan keuangan
pada rekening kas Rumah Sakil Jiwa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Usulan Rencana Pengadaan Barang/Jasa '

Pasal 6

(1) Kepala Unit Kerja menyusun rencana kebutuhan barang/jasa
untuk keperluan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam 1t
(satu) tahun.

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalu:
atasan langsung secara berjenjang.

(3) Berdasarkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Unit Kerja menyampaikan kepada PPTK dan selanjutnya
diajukan kepada Pengguna Anggaran. - 2o

(4) Sebelum usulan pengadaan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran, PPTK berkoordinasi dengan Bagian Keuangan berkaitan

dengan ketersediaan anggaran dan uang pada rekening kas Rumah
Salkit Jiwa.

Pasal 7

(1) Setelah usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
disetujui, Pengguna Anggaran menugaskan kepada PPK BLUD
untuk melaksanakan pengadaan.

(2) Penugasaan kepada PPK BLUD sebagaimana diniaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam :




a. Surat Pesanan BRBarang/Jasa SPBJ) untrk pengadaan  yang,
nilainya sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juts,
Rupiah);

b. Lembar disposisi untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp
25.000.000 (L wa Fusws wima Juta Rupiah) sampai dengan Rp.
500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan

c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. S00. 000.000,- (Lima Ratus
Juta Rupiah) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengada&n---

Barang/ Jasa Pemerintah.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ch"‘
dengan membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pesa

Barang/Jasa.

L whow i
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(4) Berdasarkan pentugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf b, PPK BLUD menyusun rencana pelaksanaan penugasar
yang meliputi :
a.-Jadwal pelaksanaan pengadaan;
b..Jenis,volume, dan spcsii‘ikasi_ Barang/Jasa,

G 'Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
d. Rancangan SPK/Kontrak.

Pasal 8

s A T R et R R N T S =L

L

(1) Rencana pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 disampaikan kepada

a. Sekretariat Pengadaan untuk penqéch&n dengan nilai sampai
dengan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah);

b. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp.
25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) sampai dengan Ko

500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan,atau

c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan dengan nik

di atas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Aol
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* (2) Rencana Pelaksanaan sebagaimana dimeksud pada ayal (I
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan dokumen pengadaan
oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.

(3) Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan urgensi, ser:i-
ketersediaan dana pada rekening Rumah Sekit Jiwa, PPK BLUT
dapat melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa.

(4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dilakukan dengan
cara ;
a. mengklamﬁkdmJems/spesmkam harang/jasa; dan/atau
b. mempertimbangkan waktu/saat dibutuhkan barang/jasa yaii
meliputi kebutuhan harian, mingguan dan bulanan



Bagiarn Keduw

Pemilhan Penvedia Barang/Jasa

Pagal 9

(1) Paiing lama 2 (duaj hari setelah menerimea rercana pelaksanaan

I : pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (21,

' Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TETIVASLD G
melaksanakan ladwal semllihan Pe nvedia Barang/ oese.

(2} Jadwal pemilthan Penvedia Se: ang/Jasa untok pengadaan Gengan
metode  pelelangan dan pemilihan langsung dilakucan SESU
dengan ketentuan yang berlaku bagi penge laan  harang/iase
pemerintah.

(3} Jadwal pemiEihan Penyedia Barang/; asa untuic pengadaan dengon
metode nengedaor g tatnlan palng leaama
a. 1 fsaf'u" hari kerja untule pengadaan  dengan el osam
dengan Ro. 25.000.000,- [dua pulai ima jutd rupiah;

b. & (empat) hari kerja untuk pengadaan dengan ailal diaras ke,
25.000.000,- {dua puluh limea juLa mapiah) sampal dengan (20
500.000.000,0 {(Iima ralus juia rupinh,

Dasal 10

| Kegiaten pemiiiian peayeda Daraigy nsa un LK peagndani don

metode pengadaan langsung dengan ni-.'d; saipal dergan €

50¢.000.060 - (lima ratus juta supiah] metipail '

4. undangan kepada peserta/ 1"cl<e1r1'c1r; rerpilib Gilampini doxumuen
pengadaan;

b. pemasukan dokumen kualiiiksasi, evaluasi hualifikas:
penjelasan pekerjaan;

C. pemasukan penaweran, evaluasi Denawaran »erta arriiigas gu
negosiasi teknis dan harga; dax

d. penctapan pemenang, PDENgUMUIMAN PEMENa:g Cal Dennjlxal
penyec .Ucl harang/ asa.

(2) Pengadaan barang dan/atau ja-sr1 yang sangat dibutuiakean segerd,
pemilihan penyedin herang/fasa depat dilakukan olen PEK Sho
atas perseiujuan Fengguna Anggaran.

Pasar 1.

(1) Setelah  Panitla/Pejabat Pengadaan Barang/. isd NIEnREIaAPKa
Penyedia Barang/Jasa, Panitia/Pejabar Pengadaan mengusulkar
kepada PPK BLUD untux menerpitkan Sural Penunjuian Penyecis
Barang/Jasa.

{2} Usulan sebagaimana dimaksud pade ayal (1] diserial salinan
dokumen pemilinan Penyedia Barang/Jasa.

el
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Pasal 12
(1) Dalam hal tevjadi perbedaan pendapat dengan panitia/Pejabel
Pengadaan, PPK BLUD dapat menunda atau tidak menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jase.

(2) Perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkaitan dengan :
a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau
b. Kualifikasi Penyedia Barang Jasa yang diusulkan.

(3) Perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
diselesaikan oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran/Pimpinen
BLUD. :

: Bagian Ketiga
Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, dai. Kontrak

Pasal 13

(1) Pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp
25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) dilakukan dengar:
cara pembelian langsung kepada penyedia barang/ jasa diserta:
dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan Barang/ Jase
(SPBJ).

(2) SPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah pesanan
tertulis dari PPKX BLUD kepada penyedia Barang/ Jasa

(3) SPBJ mencantumkan volume dan spesifikasi barang dan/atau
jasa. '

(@ ST Al . L Y Cowiyy o+ (Setu) rangkap untuk

Penyedia Barang/Jasa dan 1 (satu) rangkap untuk PPK BLUD.

(5) SPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleb
PPK BLUD dan Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD.

(6) Tanda tangan Pengguna Anggaran schagaimana dimaksud pade
ayat (6) sekaligus sebagai persetujuan atas usul pengadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Pasal 14

(1) Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perintah tertulis dari PP¥
BLUD kepada penyedia Barang/Jasa uniuk melaksanakarn
pekerjaan.

(2) SPK digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya  di
atas Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Pupiah) sampai dengan
Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) SPK dibuat dalam rangkap S (lima) dengan riiician :
a. 1 (satu) rangkap yang telah dibubuhi materai untuic PPK BLUD;
b. 1 (satu) rangkap yang telah dibubuhi materai untuk Penyedia
Barang/Jasa;

c. 1 (satu) rangkap untuk Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD;
d. 1 (satu) rangksn nnfuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
e. 1 (satu) rangikap untuk arsip.

Gl T
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Pasal 15

(1) Kontrak meru pakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedie.

Barang/Jasa.
(2) Penetapan jenis kontrak dilakukan sesuai dengun ketentuan yang

tercantum dalam dokumen pengadaan.

(3) Kontrak digunakan untuk pengadaan barang/ jesa yang nilainyea i

atas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

(4) Kontrak dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian :
a. 1 (satu) rangkap yang telah dibubuhi materai nntuk PPK BLUD;
b.1 (satu) rangkap yang telah dibubuhi materai untuk Penyedis
Barang/Jasa;
c. 1 (satu) rangkap untuk Pengguna Anggaran/ Pemimpin BLUD;
d. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Penerima Masil Pekerjaan; dan
e. 1 (satu) rangkan nntnk arsin '

BAB IV
PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 16

(1) Apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak/sural
perintah kerja/surat pesana, Penyerdia Barang/ Juasa
memberitahukan kepada PPK BLUD bahwa pekerjaan pengadaar
telah selesai dilaksanakan. . ’

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
BLUD memberitahukan kepada Pejabat/Panitia Pencrima Hasil
Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pzkerjaan.

P

(3) Apabila hasil. pemen'lcsaém sebegeﬁman'dimaksud pada ayat (2
dinyatakan dalam keadaan hailk sesual dengen ketentuan delam
kontak/surat perintah kerja, Penyedia Barang/Jasa melalcukan serah
terima pekerjaan dengan Pejabat/ Panitia Penerima asil Pekerjaan.

(4) Hasil pemeriksaan dan serah terima sebagaimana dimaksud pad:
ayat (3) dibuatkan Berita Acara.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [/

dilakukan secars tc=n'is atau lisan.
Pasal 17

(1) Pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaar
pengadaan barang/jasa.yang nilai pengadaannya sampai dengea:
Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah) dilakukan olel
Pejabat Penyimpan/ Pemegang Barang.

(2) Pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjas
pengadaan barang/jasa yang nilai pengadannya  di atas
25,000.000 (Dua Fuluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan K
500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan oleh Pejabi:
Penerima Hasil Pekerjaan.

T e R T ST
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hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaar
pengadaannya di atac
) dilakukan oleh Paniti@

i (3) Pemeriksaan
| pengadaan barang/jasa yang nilai
| Rp. 500.000.C00 (Lima Ratus Juta Rupiah

Penerima Hasil Pekerjaan.

i ' Casal 18

-? (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimena dimaksud pada Pasal L0

i ayat (4), PPK BLUD menyerahkan hasil pekerjaan kepada Penggune
Anggaran/Pemimpin BLUD. '

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dituangkan dalar

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangan:

" serta oleh :

a. Pejabat Penyimpan/Pemeg
| pekerjaan pengadaan barang); atau

; b. Pengurus Barang Rumah Sakit Jiwa (untuk pekerjaas’
"l : konstruksi/pemeliharaan).

l (4) Tanda tangan serta sebagaimana dimeksud pada ayat (3]
i dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pekerjaan yang sudal
selesai diadakan telah berfungsi dengan baik.

ang Barang Rumah Sakit Jiwa (uneu’s

Pasal 19
(1) Surat Pengantar Barahg, Falktur atau sejenisnya dari Penyed:
Barang/Jasa dapai dijadikan sebagai bukti bahwa barang sudat
5 diperiksa dan diterima apabila sudah ditandstangani oleh Pejaba
T Penyimpan/ rcméegaiig 1>arang.
(2) Surat Pengantar Barang, Faktur atau  sejenisnya dari Penyed:
Barang/Jasa dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hasil pekerjaa
jasa sudah ditandatangani oleh Pengurus Barang Rumah Salki
Jiwa.
_ Pasal 20
(1) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan kerjasama denga
T Pihak Ketiga.
(2) Kerjasama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemanfaatan bahan medis;

penyediaan barang/bahan medis dan penunjang medis;
pengelolaan makanan dan minuman pasien;
pengelolaan keamanan dan lkebersihan; dau

lain-lain penunjang pelayanan Rumah Saki. Jiwa.

oo

' Pasal 21

Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam raxs
20 ayat (1) dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifite
ekonomi dan saling menguntungkan.

ST R Bl T
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BAB VI
SEKRETARIAT PENGADAAN
Pasal 22

(1) Dalam upaya penataan dan pe_cepatan pProses penyelesaian
administrasi pengadaan  barang/jasa diver.tuk  Sekretariat
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sekretariat Pengadaan mempunyai tugas membuat dokumen-
dokumen pengadaan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitme, Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia
/nga_bat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

g
(3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(4) Dokumen Pep~~r7 2 echzpaimana  dimaksud pada  ayat (2]
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 23
Peraturan Direkiur ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan

ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Jamary 20/2

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

é«“‘/’

ELLY ROS@ WIJAYA

Menyetujui,

GQUBERNUR NUSA TENGCARA BARAT,

i

— .

H.M. ZAINUL MAJDI





